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PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LI'M)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KELURAHAN

Syamsir Sypanisw, Charles Jackson, dan Upik Hanidal

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam ranghka menciptokan
dam meningkatkan partisipesi masyarakal dalam penyelengparaan pemerintahum
dan pembangunan. Eembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan harus
dapar saling bekerfasama agar fywan pemerintahan dapal terealisasi dengam
aptimal. LPM mernpakan wodah yang dibentuk ates prakarsa masyarakat sebagai
mitra pemerintal dafam menampung dan mewwjudkan aspirasi dan partisipasi

masyarakat i bideng pembangunan.

Kats Kunci: Lembaga Pemberdavaan Masyarakat, Kelurahan, Fenyelenggaraan

Pemerintafien,

A PENDAHULUAN

Pemerintahan Kota Metro dibentuk
serdesarkan Undanp-Undang No. 12 Tahun 1999
Teatang Pembentukan Deerah Kabupaten
Tisghst 11 Way Kanan, Kabupaten Daersh
Temghat || Lampung Timur dan Kabupaten Daerah
Timeh 1 Kota Metro. Selanjutnya dalam mngka
efisiensi dan efektifitas rentang kendali jalannya
pemerintahan, maka dibentuk kecamatan-
kecamatan yang lerdin dari Kecamatan Metro
Besat Kecamatan Metro Barat, Kecamatan
Metro Sclatan, Kecamatan Metro Utara dan
Eecsmatan Metio Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Mesesi B No. 73 Tahun 2005 Tentang Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dinyatakan
sabvwa “Dalam rangka menciptakan ketertiban
sermsacyarsket lembaga-lembaga pemerintahan
dan lembaga kemasyarakatan harus saling
Sederjasama mendukung jalannya pemerintah-
=" Lombaga kemasyarakatan yang dimaksad
sdalah antara lain lembaga pemberdayaan
macearakat (LPM) yang terbentuk atas inisiatif
mececshat dan berpersk sebagai dan menjadi

g beneeri Dialom Negeri Repuhlik Indoneeas No.
3 Tehes 2003, Teninng Lembage Pewmberdoyacan
it (1P M. Depdagri, Jakana, 2003

mitra pemerintah dalam menyelenggarakan

peinerintahan.*

Menurut Ryaas Rasvid togas pokok
pemerintahan  secara umum it dapat
dikelompokkan ke dalam T baginn penting, vaim:
4, Menjamin keamunan negara diari segala

kemumgkinan serangan dari luar dan menjagn
agar 1idak terjadi pemberontakan dari dalam
yang dapat menggulingkan pemerintahan
yang sah;

b. Memelihara ketertiban dan mencegah
terjadinya saling memus=uhi di antam wargs
masyarakal, agar ada perubahan apapun
yang terjodi di dalam masyarakat dapat
berlangsung scoam damai;

¢. Menjamin diterapkannya perlakuan adil
kepada setiap masyarakat tanpa
menmbedakan status aprpun  yang
melatarbelakangi keberadnan mereka;

d.  Melakukan pekerjsan umum dan memberi
pelayanan pada bidsnp-bidang vang tidak
mungkin dikerjakan oleh lembaga non
pemerintah; ;

¢. Melakokan wpaya untuk meningkatkan
kesejahteraan sostal;

! Pernturan Dacrah Kot Metro No. 06 Tahun 2008 Pasal
16 Tentnng Fungri Lembaga Pemberdiyaan Masaaratat,
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{  Menerapkan kebijaksannan ckonomi vang
menguntungkan masyarakal luas;

g Menerapkan kebijaksanaan untuk
memelibara sumber daya alnm dan
lessoungan hidup?

Ut mewujisdkan bl itu dibentuk strulktur
sesserestahan mulai dan pimpinan dan aparatumya
vasg berperan menyelenggarakan tugas-tugos
pemserntaban terscbut agar dapal terselenggara
demyan baib

Demikian pula pada tingkat pemerintahan
bebursbam, pimpinaniya adalah kepala kelurshan
staw Dersh dengon dibantu sejumiah staf, yaitu
bagian pemerintahan dan pembangunan, bagian
admumistras pemerintaban don bagian pelayanan
masvarakat. Lembagas pemberdayaan
masyarskat dibentuk dengan tujuan sgar tugas-
segee wrmom pemerintahan yang dapat berjalan
dengan melibatkan masyerakal melalui lembaga
izmasvarakatan terscbut schagaimana yang
St dalsm peraturan perundang-undangan ying
rizim

Cileh ksrena it dalam pelaksanaan
pemerntshan kelurahan, lembags pemberdayaan
sasyarakat imi harus ditata sedemikian rupa,
stampga dapat menjalankan tugas dan fungsinya
wecaes baik Penataan ind selanjutnya diatur dalam
Keputssan Menten Dalam Negeri RI No. 73
Tahwn 2005 tentang Pedoman Organisasi
K chsraban dan Peraturan Menteri Dalam Negen
®1 %o S Tabun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan,®

Schagai tindak lanjut dari keputusan
mmctot, maka diterbitkanlah Peraturan Dacrah
K ota Metro No. 08 Talun 2008 Tentang Lembaga
Femtendyyasn Masyarakat yang dalam Pasal 19
e aken babwae
1) Lembaga pemberdaysan masyarakal

Lebershan atan setingkat kelurahan adalah
merupakan organisasi terendah dalam
sirukter organisasi sebagai pelaksana
bebijakan pemberdayann masyarakat di
kebwraban atau yang setingkat kelurahan,

P Rawwid, Chomow' Dieerak, Ertanggea: Jakarts, 3000,
a E3-54

* Desiteeri. Eepwsendapri Mo 73 Tohaur 2008 Tentmmg
Padenss Prssmen embapa Kemonaeralafes, Depdagrit
ik, XA, el |

1

) FPenpuras  Lembapa Pemberdayaian
Maosyarakat Kelumhon aau yang setinglat
kelurahan berkewnjiban imemberikan laporan
kegiatan kepada Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan dan kepada
mugsyawarah kelurnhan atau yang setinghkat
kelurahan.

Selanjutnya Pasal § Peraturan Daerah
Kota Metro Mo, 08 Tahun 2008 tersebut mengntur
fungsi lembaga pemberduyaan masyarakat, vaitu:
1) Mesingkatkan partisipasi masyarakat dalam
menyalurkan aspirasinyn - melnlol nsosinsi
LPM kepada pemerintnh serta membantu
merimuskan bahan kebijakan pemerintah
dan akselerasi pemberdayaan masyarakat,
7y Meningkatkan kemampunn ekonomi rakyat,
baik yang berada di kot maupun di desa dan
kelurahan stay sebutan knin yang setingkat,
agar depat menikmati hasil pembangunan.
3) Menjembatani  antara  kepentingan
masyarakat dengan pemerintah dan pihak-
plhnlv: lain sebagai wujud pembangunan
partisipas:
4) Berperan sccara aktil dalam membina
persatuan dan kesatuan bangsa,
5) Mengembangkan program pemerintah
denpan aspirasi mosyarakat.’

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah  peranan lembaga
pemberdaynan  masyarakal  dalam
penyelenggaraan pemerintahan keluraban?

b.  Apakah faktor pendukung dan penghambat
peranan lembaga pemberdayaan mw
dalam penyelenggaraan pemerintalian
kelurahan?

Pendekotan dalam penelitian ini adaleh
dilakukan dengan berpedoman pada persturan
perundangan scrta pengamatan langsung di
Iapangan.

Sumber data yang digunskan dalam
penelition ini adalah Data primer, yaitu dota yang
langsung diperoleh dari subjek dan st ebjek
penelitian ini; dan Data sekunder, yaita dsta-data

" Pemda Kot Mctro, Perda Moo 8 Tentong Lewmbago
Pewberdayaen Musparakad, Pemda; Meiro, 2008, bal. 12,
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vamg diperolel dari bahan-bahan hukum yang

serkaitan langsung dengan subjek dan abjek
1 Analisis data secara kualiatif..

B HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesyelenggarasn Pemerintahan Kelurahan

Penyelenggaraan adalah kondisi tentang
sesuaty yang berkaitan dengan wnsur ketepatan,
swats tugae'pekerjaan ying dilakukan dan mimpu
sescapal tujuan dengan tepat wakt, tenaga din
burva scris sesuai dengan tata aturan tegteptu”.”
Disfaes kaftannya dengan pelaksanaan tugas stan
pekerjaan terientu, maka suatu (ugas aiau
sekerizan dikatakan efektif apabila mampu
mescapai keberhasilan sebagaimana yang
Slarapkan. Atau dengan kaia lain: “efckiifitas
pemeriniahan adalah merupakan penguluran
dndaem art: tercapainya SAsaTan atau (ujuan-tujumnn
#ari sustu instansi yang telah ditentukan™.’
Menurut Steer, aspek-aspek efektifitas secara
s vaita “kemampuan menyesuaikan diri
Phebowesan), kepunsan kegja, kemampuan berlabs,
#mn pencarian sumber daya”*

i lingkungan pemerintahan yang
Semokratis, ciektifitas kepemimpinan atau
peisksanaan pemerintahan selalu divkur melaloi
peberhnsifan scseorang dalam melaksanakan
S fumgsi utama pemerintahan. Scbagaimana
Eaesmukakan Rynas Rasyid batwa: “efektifitns
suatn kepemimpinan selaly diukur melslui
peberhasilan scscorang membawakan fungsi
st pemerintahan it sendird, yakni: pelayanan
{service), pemberdayaan {empowernrent), dan
pembangunan {developmen’y™*

[Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan
stk menciptakan keaditan dalam masynrakat.
Diabsen fumgsi pemberdayaan terkandung fujuan
sstwk menciptukan masyarskat mandiri serin
dadaen fungsi pembangunan terkandung tujuan
wsk menciptakan kesejahteraan rakyat.

* Dupdiknss, Komur Besar Bahaso Indowresia, Balnd
Pemska, Sakweta, 2004, bal 31.

"o, Nokiket Manueia Belersa, UT, Inkurta, 2000,
i VEE

ey Hamibsuan, Eptenapakprioan, LIT, Makarn, K395, hal,
e

*Somes Byl Op. Oir, hal. 126.

Pengertian  Lembaga
Masyarakat (LPM)

Pemberdayuon

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2}
Keputusan Mendagri K1 No. 73 Tahun 2005
ditentukan bahwa : (1) Di kelurahan dapo
dibentuk lembaga kemasyarakatan; (1}
Pembentukan lembaga kemasyarakatan
sebagaimana dimaksod prda ayat (1) ditakuokon:
otas prakarsa masyarakat melalui musyawaral
dan mufakat,™"

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau
dizingkat LPM adalah merupakan susto benfirl
pemerintahan  kelurahan yang keberadaznoya
edalah sebagai pariner Kepaln Kelurahan dalam
menjalankan pemerintahan  di tingks!
kelurahan™."'

LPM juga merupakan wadah resm
pemerintahan kelurahan, yang bukan dari unsw
pemerintah kelurahan, Pimpinan dan anggoin
LPM berasal dari pemuka masyarakat, tokoh ada
.okoh agama, pimpinan onganisasi yeng ada &
kefurnhan.

Pasal 11 Kepmendagri Ne. 73 Takun 20403
menyatnkan bahwa: “Yang dimaksud dengan
membantu dalam pelaksanasn pemerintahan
pembangunan, sosial kemasyarakatan des
pemberdayaan masyarakat adakah membantu
dalam pelaksanaan kegintan pemerintahan
kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanin
masynrakat, penyclenggarann ketenleraman dan
ketertiban umum, pemelibaraan prasaronn dan
fasilitas pelayanan wmum™,

Adapun tugss lembaga pemberdayain
masyarakat adalah menyalurkan pendapat
masyarakat kelorshan dolam setiap rencana yani
diajukan kepala kelurahan sehelum dijadikan
keputusan kelurahun,

Fungsi Lembags Pemberdayaan
Masyarakat (LP"M) menurut Depdagri adalah
sehagai berikut:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) mempunyai fungsi yaio:

a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adst
istiadat yang hidup dan berkembang di
kelurahan yang bersangkutan sepanjang
menunjeng kelangsungan pembangunian.

LN R
" Safii Amad, Pemerintahan Desa Kelurahan, Depdngri
Sakarts, 2002, hul. 1.
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b Legslasi, yaitu menmusian dan mensinpkin
peraturan kelurashan  bersama-sama
pemerintatian keluraban.

= Pengawas, yaitu meliputi pengawasan
terhadap pelaksanaan pemerintahan
kclurahan, penggunaan  ANggaran
pembangunan dan belanja kelurshan scrin
keputnisan kepala keluraban,

¢ Menampung aspirasi masyarakat, vaitu
menangani dan menyalurkan aspirasi yang
diterima dari masyarakat kepada kepala
kelurahian atay instansi yang berwenang.'?

Cambaran Umum Kelornhan Imopure Kota
Metro

K efurahan lmopuro (lnas + 119 Ha, jumlah
penduduk + 3244 jiwa/]. 524 KK) adalsh sato
diantara lima kelurahan yang berada dalam
Escamatan Metro Pusat, hasil pemekaran
beramsarkan Peraturan Dacrah Kota Metro
Momor 75 Tahun 2000 Tentang Pemckaran
Eescamatan dan Kelurahan,

Struktur Kelurahan Imopuro téerdiri dari
Larah dan. Sekretaris Kelumhan serin  Seksi-
skl terdiri dari Seksi Pemerintahan, Secksi
Fembangunan, Seksi Perekonomian dan Seksi
So=ml Kemasyarakatan.

Peran LM dalam Penyelenggaraan
Femerintahan Kelurnhan

Sebagai mitra kerfa pemerintah kelurahan
dalsm hal perencanaan dan pelaksanaan
pesbangunan kelurahen, maka LPM berusaha
selabsanakan pernnnya secars maksimal dengan
semberdayakan masyarakat dalan meningkatkan
seapotahuan dan kemampunannyn menggali
sgemap polensi yang ada di kelurahan.

[ samping melaksanakan tugas yang
Eherihan oleh pemerintah kelurahan sesuai
dengen peraturan yang berlaku, LPM Kelurahan
pestunennan di Kelurahan yang bersumber dar
pendeya dan partisipasi masyarakat.

Strukiur kepengurusan LPM Kelurahan
bsopuro terdini dari Pembinn, Ketua, Wakil
Kesm, Sekaetaris, Bendaharn  serin Schsi-scksi

= Depdagns, Lembaga Pemberdayasn Masyarakar,
Depeiagri. Iakiaria, 2003, hal. 30,

vaitu Seksi Agama, Seksi Kelentraman dan
Ketertiban, Schsi Lingk. Hidup dan Kebersihan,
Seksi Pembangunan, Seksi Perckonominn, Scksi
Kesehiatan dan KB, Seks Pendidikan, Seksi Sosial
dan Seksi Hubungan Masyarakal

Dazar pembentukan Lembaga Pem-
berdaynan Masvarak =t (LPM) adalah Keputusan
Menterd Dalam Megeri Mo, T3 Tahun 2005
Tentang Pemenintahan Kelurshan dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM
berfungsi menetapkan perasturan kelurahan
bersama lurah, menampung dan menyalurkan
AspIras masyamkal.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Megeri
tersobut tercakup tentang tujunn pembentukan
lembaga pemberdaysnn masyarakat (LPM), togas
pokok dan fungsi serta susunan strukiur organisasi
Lembagp Pemberdayvaan Masyvarakat (LPM).
Tugas pokok dan fungsi LPM terselu dipertcgas
dalam Peraturnn Daerah (Perda) Kota Metro Mo,
27 Tahun 2005 tentang Tugas LPM. yaitu
menyalurkan pendapat masyarakat dalam setiap
repcann yimg diajukan Kepala Kelurahan sebelum
dijndikan Keputusan Kelurahan.

Peran yang telah dilakukan oleh LM dapm
dijadikan pertimbangan bagi pemerintah
Kelurahan untuk mengelols administrasi,
pemerintehan dan pembangunan sesuai dengan
aspirnsi masynrkat. Dalem bal ini LPFM berperan
sebagai pengayom masyarmkal, yaitu menjaga
kelestarian adat istiadat vang hidup dan
berkembang di Kclurahan Imopuro.

4 samping itw, lembaga pemberdaynan
masyarakal memiliki peran legislasi yaitu turut
serta meramuskan peraturan kelurahan berssma-
sama pemerintah kelurnhan, Kemuodian dapat
bertindak juga scbagai pengawas, yaitu
menghwasi pengaunnan anggaran pembangunan,
peiaksanaan pemerintalon dan belanja Kelurahan.
Serta sebagal penampung aspirdsi, yaitu
menampung dan menyalurkan aspirasi masyamkat
kepada pemerintah Kelurahan atau instansi yang
berwennng.

Fungsi Sebagai Peogayom Masyarakat

Lembapga pemberdaynan masyarakst
merspakan penyambung lidah masyarakat deagan
pemerintah kelurahan, Peran sebagai pengayom
masyarakat ini berhubungan erat dengan asaha
menjaga kelestarian adat istiadat setempat.
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Arter o istindat vang dimiliks olch masyarakot
dises sebagai khasanah dari pola hidup
sy ikt itu sendiri,

Nerdazarkan hasil wawancarn dengan
beberapa informan dapat diranghkum babwa
fng=a sebagai pengayon tersebul diwujudkan
b
2 Menjnps kelestarian adat istindat setcmpat

sesuai denpgan kelompok masyaraksimys.

b Aktif membanta dan mempermudah
masyarakat dalam mengernos perizinan acara-
pcara pestn adat dan penampilan seni budaya.

. Memfasilitasi pemeliharaan seni budaya yang
hidup di masyarakal, schingga masyaraknt
merasa lentram dan bebas berekspresi
menurul [atar belakang budayenyn masing-
masing.

Fesgsi Legislasi

Fungsi legislasi dari lembaga pem-
bevdavasn masyarakat antarn lain yaitu dolam
serumuskan kebijakan dan peraturan yang
beriaku bersams pemerintaban kelurahan, Hasil
peaclitian menunjukkan balwa upaya-upaya
sersebut diwnjudkan defam bentuk:

o Lembaga pemberdayansn masyarakat secam
aktif dalam twrut merumuskan butir-buti
peraturan pemerintsh kelurahan, untuk
kemudian ditetapkdn sebagai keputusan
pemerintahan kelorahon.

& Anggotn lembaga pemberdayaan masyarakat
dalam rapat-rapsl  keluraban aktif
mengusulkan dan mempertimbangkan
rumusan butir-butir kepotuson berdasarkan

aspirasi dan keinginana maesyarakat.
Famgsi Pengawasan

Selain berfungsi sebapgai pengayom dan
legsian, bembaga pemberdnysan masysrakat juga
berfungsi scbagal pengawas terhadap
penve lengparaan pemerintahan kelurahan.

Beberapa bentuk nystz yang dilakukan
LFM Keclurahan Imopuro Kecamatan Metro
Pasat Kota Metro antara lain adalah:

e Melaksanakan fungsi pengavwasan lerhiadap
pelaksanaan pemerintahan Kelurahon agar
nidak terjadi penerapan kebijakan yang rancu
{rumpang tindth).

b.  Mengawasi pengeumaan anggacan keluralan
sehingges penggunaan bersifat tepat guna dan
lepat susnran,

¢. Mengawasi penggunann anggaran untuk
belanja kelurahan, schingga dapat menckan
tergaadinya pemborosan pergeiiaan angenran
kelurnlusn.

Fungsi Sebagai Penampung Aspirazi
Masyarakat

Untuk menciptakan keselarasan antarn
penyvelenggaraan pemerintahan dengon aspirasi
masyarakat, maka LPM berfungsi schagai
penampong aspirasi masyarakal untuk
disampaikan kepada pemerintah kelurahan,

Hasil penelitian menunjukan bahwa Ipm
menjalankan fungsinya dengan:

2. Mengartikalasikan aspirasi masyarakat
melalni rapat kelorahan, sehingga dicapai
pervbahan  dalam  penyelenggarann
pemerintahnn kelurahan.

b. Mensinergikan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan secara bertahnp
sesuni dengan aspirasi masyarakat,

c.  Memfasilitasi keinginan masyarakat dengan
pemerintah kelurahan,

D samping melsksanakan perannya, LPM
jupan melaksanakan peningkatan kunlitas
anggotamya, yaitu melalui:

a. Peningkatan kemampuan kogaitif.
Kemampuan mempunyni grgasan-grgasnn
yang baik, gagnsan yang logis dan sisternatis
sertn memiliki kemampuan analisis situasi
yang sosial yang relevan.

b, Menciptaken kedigsiplinan angpols.
Keselarasan antara ide-ide yung diajukan
dengan ketertban prilaku.

e, Memperknoat rasa persatuan, kerjasama dan
koordinasi.

d. Meningkatkan peran aktif LM sebagai
pengayom masyarakat, sebagai legislasi,
schagai peogawas dan penampung aspinasi
misvarakat.
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Faktar Pendubnng dan Peaghambat Peranan
Lembaga Pemberdayaan Masvarakat (LIM)
Palam Penyelenggaraan Pemerintahan

Faktor pendukung peranan lembaga
semberdayann musyarakal dalam penyclenggara-
m pemerintahan a®alah:

s Faktor geografis yang memungkinkan
percepatan dalam mengakses informasi baik
& tadang politik, sosial maupun ekonom: sesta
Tadavm

% Latarbelakang pendidikan masyarakat yang

wmdah cukup batk.

Warwasan masyamakal yvang luas dan terbuka

wntuk setiap perubahan.

¢ Adanya organisasi-organisasi sosial
kemnasynrakatan lainnya sehagni media LPM
dalam rangka pembinaan kepada
masyarakat

Faktor penghambat pelaksannan peranan
L9 & Eelurmhan Imopuro Kecomatan Metro
Pt Eota Metro adalah masih kurangnya sarana
das prasarana yang memadai seperti kantor
seiernarint berikut fasilitas penunjang lainnya.

C FENUTUP

Pelaksanaan peran lersebut dilaksanakan
wesmsi denpan peraturan perundang-undangan
wems berlaku, yang mencakup peran sebagai
pesp=yom masyarakat, sebagai legislasi, sobagni
pesgawas dan sebagal penampung aspirasi
ayvaraknl

Faktor pendukung peranan lembaga
peberdayaan masyarakal Kelurahan Imopuro
Escamatan Metro Pusat Kota Metro antara lain
factor geografis, mudah dalam mengakses
sformmst. |otar belakang pendidikan masvarakat
sehogp baik, wawasan masyarakat yang terbuka,
sty sejumlah organisas sosial kemasyarakatan
leimmva scbhagai media pembinaan kepada
saoyerakat. Fakior penghambat peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan
Foepere Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
sdalah: kurangnya sarana dan prasiarana
peadukung scperti tempat atau bangunan
seirenasiat LPM yang masih bergabung dengan
Ester kelumhan

e
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